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BAB II 

TELAAH LITERATUR 

 

2.1 Pajak 

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam 

pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam 

negeri berupa pajak (Waluyo, 2011). Pajak merupakan salah satu sumber utama 

penerimaan negara. Penerimaan pajak berasal dari wajib pajak baik pribadi 

maupun badan. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar 

pajak pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan 

bersama. Menurut UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan, pengertian “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 

Dari pengertian diatas, Waluyo (2011) menyimpulkan ciri-ciri yang 

melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut: 

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya 

yang sifatnya dapat dipaksakan. 

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah. 
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3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. 

4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila 

dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk 

membiayai public investment.  

5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur. 

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pengertian tersebut ada 

beberapa komponen diantaranya : 

1. Pajak adalah Kontribusi Wajib Warga Negara  

Kontribusi wajib warga negara adalah setiap orang memiliki kewajiban 

untuk membayar pajak. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari 

kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung 

dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan 

negara dan pembangunan nasional. Membayar pajak bukan hanya 

merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk 

ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara 

dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran 

pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan 

berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban 

tersebut. Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban 
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melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam 

melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik 

mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

2. Pajak bersifat memaksa untuk setiap warga Negara 

Pajak adalah salah satu instrumen yang digunakan negara untuk 

menghimpun dana pembangunan, oleh karenanya dalam pajak pun terdapat 

sifat yang memaksa kepada warga negaranya untuk melaksanakan ketentuan 

perpajakan. Namun sifat memaksa dalam pajak tersebut tidak sembarangan 

dilakukan. Tentunya harus berlandaskan undang-undang, agar tidak 

digunakan secara sewenang-wenang oleh pihak-pihak tertentu, terutama 

oleh pihak-pihak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak.  

3. Tidak akan mendapat imbalan langsung 

Pajak berbeda dengan retribusi. Pajak tidak memberikan kontraprestasi 

secara langsung. Pajak yang dipungut langsung masuk ke kas negara, 

sedangkan pegawai pajak hanya mengadministrasikannya. Kemudian 

pemerintah menggunakan pajak yang dipungut untuk kebutuhan belanja 

seperti belanja bunga hutang, belanja subsidi, belanja kementrian/lembaga, 

transfer ke daerah, dana desa, dan belanja lainnya. Oleh karena itu, 

penggunaan pajak tidak dapat dirasakan secara langsung, namun masyarakat 

tetap dapat menikmatinya dalam bentuk subsidi BBM, pembangunan jalan. 

4. Berdasarkan Undang-Undang 

Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan undang-undang. Tujuannya untuk 

memberikan kepastian hukum serta mencegah pemerintah berlaku 
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sewenang-wenang. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara 

di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah 

satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan 

Republik Indonesia. 

 

2.2      Tax avoidance 

Penghindaran pajak yang juga disebut tax avoidance adalah proses pengendalian 

tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak 

dikehendaki.   Tax avoidance adalah suatu tindakan yang benar-benar legal.  

Seperti halnya suatu pengadilan yang tidak menghukum seseorang karena 

perbuatannya tidak melanggar hukum atau tidak termasuk dalam kategori 

pelanggaran atau kejahatan. Tax avoidance bukan pelanggaran undang-undang 

perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, 

meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang  

dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak.  Adapun cara tersebut menurut 

(Darmawan dan Sukartha, 2014) adalah : 

a) Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang 

memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (tax haven country) 

atas suatu jenis penghasilan (substantive tax planning) 

b) Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari 

transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling 

rendah (Formal tax planning) 
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Selanjutnya dikemukakan bahwa suatu hal yang wajar apabila seseorang 

wajib pajak membayar pajaknya tidak melebihi apa yang menjadi kewajibannya 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, 

dengan mengingat asumsi yang dibuat pada waktu merancang undang-undang 

pajak tersebut bahwa wajib pajak akan melaporkan semua penghasilannya 

dengan benar dan mengklaim semua potongan-potongan yang diperkenankan 

oleh undang-undang perpajakan, sehingga secara moral pun dianggap tidak 

salah, apabila pengurang beban pajak melalui penghindaran pajak tersebut 

dianggap masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan yang 

berlaku.  Dalam ketentuan perpajakan, masih terdapat berbagai celah yang 

dapat dimanfaatkan oleh perusahaan agar jumlah pajak yang dibayar oleh 

perusahaan optimal dan minimum (secara keseluruhan).  Optimal disini 

diartikan bahwa, perusahaan tidak membayar pajak yang semestinya tidak 

harus dibayar, membayar pajak dengan jumlah yang ‘paling sedikit’ namun 

tetap dilakukan dengan cara yang elegan dan tidak menyalahi ketentuan yang 

berlaku. 

Selain menghindari transaksi yang merupakan obyek pajak, langkah-langkah 

penghematan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan antara lain : 

1. Memilih Bentuk usaha yang memiliki tarif pajak terendah 

2. Memaksimalkan biaya yang telah dikeluarkan agar dapat dibebankan 

sebagai  pengurang penghasilan, 

3. Memilih berbagai alternatif transaksi yang memberikan efek beban pajak   

terendah. 
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4.  Memaksimalkan kredit pajak yang telah dibayar 

Penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal adalah tax evasion atau 

dapat juga dianggap penggelapan pajak, yaitu melakukan penghindaran pajak 

yang tidak diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.  

Menurut Prebble dan Prebble (2012), perbedaan tax avoidance dan tax evasion 

adalah bahwa tax evasion adalah ilegal, yang terdiri dari pelanggaran yang 

disengaja atau pengelakan peraturan pajak yang berlaku untuk meminimalkan 

kewajiban pajak.  Tax avoidance merupakan penghindaran pajak yang tidak 

ilegal, yaitu tindakan mengambil keuntungan pada kesempatan yang ada dalam 

peraturan perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajak.  

Penghindaran pajak merupakan upaya menghindari pajak yang dilakukan secara 

legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan 

yang berlaku dimana metode dan tekhnik yang digunakan cenderung 

memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan 

peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak terhutang 

(Pohan, 2011).  Tax Avoidance dapat diukur dengan  selisih antara laba fiskal dan 

laba akuntansi dibagi dengan total asset.  Laba akuntansi adalah semua 

pemasukan merupakan pendapatan yang akan menambah laba kena pajak, dan 

semua pengeluaran adalah beban yang akan mengurangi laba kena pajak.  Laba 

fiskal adalah tidak semua pemasukan merupakan penambah laba kena pajak, ada 

beberapa jenis pendapatan yang bukan faktor penambah laba kena pajak karena 

pendapatan tersebut sudah dikenakan pajak bersifat final, dan tidak semua 

pengeluaran adalah faktor pengurang laba kena pajak karena ada beberapa jenis 
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pengeluaran yang sesungguhnya bukan merupakan bagian dari kegiatan 

perusahaan. 

Karena terjadi perbedaan pengakuan dalam menyusun laporan keuangan 

antara komersil dengan perpajakan maka perlu dilakukan penyesuaian atau 

rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah suatu mekanisme penyesuaian 

pelaporan keuangan wajib pajak badan menurut ketentuan komersial diubah 

menjadi menurut ketentuan perpajakan atau fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah 

sebuah lampiran SPT tahunan PPh Badan berupa kertas kerja yang berisi 

penyesuaian antara laba/rugi sebelum pajak menurut komersial dengan laba/rugi 

menurut SPT Tahunan (perpajakan). Untuk melakukan penghitungan PPh Badan, 

harus diketahui laba fiskal dalam tahun pajak yang didapat dari rekonsiliasi fiskal. 

Rekonsiliasi fiskal dilakukan terhadap seluruh unsur penyusunan laporan laba 

rugi, meliputi pendapatan dan biaya, secara ringkas rekonsiliasi fiskal dilakukan 

terhadap : 

1. Wajib pajak yang memiliki penghasilan final 

2. Wajib pajak yang memiliki penghasilan yang bukan objek pajak 

3. Wajib pajak mengeluarkan biaya-biaya yang tidak boleh menjadi 

pengurang penghasilan  

4. Wajib pajak mengeluarkan biaya yang boleh menjadi pengurang (biaya 

fiskal) tetapi metode pengakuan biaya tersebut diatur oleh ketentuan fiskal 

5. Wajib pajak mengeluarkan biaya yang dikeluarkan bersama untuk 

mendapatkan pendapatan yang telah dikenakan PPh final 
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Dalam rekonsiliasi fiskal terdapat koreksi fiskal. Dimana koreksi fiskal ini 

terdiri dari koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif adalah koreksi yang 

mengakibatkan laba fiskal bertambah atau rugi fiskal berkurang. Koreksi negatif 

adalah koreksi yang mengakibatkan laba fiskal berkurang atau rugi fiskal 

bertambah. Koreksi positif yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan penghasilan 

kena pajak secara fiskal bertambah, yang selanjutnya berdampak memperbesar 

nilai pajak penghasilan yang terutang. Koreksi Positif terjadi apabila pendapatan 

menurut fiskal bertambah. Koreksi positif biasannya dilakukan akibat adanya:  

1. Beban yang tidak diakui oleh pajak (non-deductible expense)  

2. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiscal  

3. Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiscal  

4. Penyesuaian fiskal positif lainnya 

Koreksi negatif yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan penghasilan kena pajak 

secara fiskal menjadi berkurang yang selanjutnya berdampak memperkecil 

penghasilan kena pajak. Koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya:  

1. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak  

2. Penghasilan yang dikenakan PPh final  

3. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya  

4. Penyesuaian fiskal negative 
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2.3  Leverage 

Leverage merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan dalam melakukan 

pembiayaan. Apabila perusahaan menggunakan utang pada komposisi 

pembiayaan, maka akan ada beban bunga yang harus dibayar. Perusahaan yang 

telah go public tentunya tidak akan lepas dari hutang yang dapat digunakan untuk 

memperluas usahanya secara ekstensifikasi maupun intesifikasi.  Hutang yang 

digunakan untuk memperbesar ukuran perusahaan dapat diperoleh dari kreditor 

seperti bank atau lembaga pemberi pinjaman lainnya. Keputusan pendanaan 

perusahaan dapat menjadi gambaran penghindaran pajak terkait dengan tarif pajak 

efektif, hal tersebut dikarenakan ada peraturan perpajakan terkait kebijakan 

struktur pendanaan perusahaan (Gupta dan Newberry, 2010).  Keputusan 

pendanaan yang dimaksud adalah perusahaan lebih menggunakan pendanaan 

internal atau eksternal.  Utang yang mengakibatkan munculnya beban bunga dapat 

menjadi pengurang laba kena pajak, sedangkan dividen yang berasal dari laba 

ditahan tidak dapat menjadi pengurang laba kena pajak.  Perusahaan sampel 

memiliki utang yang sebagian besar berasal dari pinjaman modal kepada 

pemegang saham atau pihak yang berelasi, sehingga pada beban bunga yang 

ditimbulkan tidak dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak 

perusahaan.  Beban bunga yang dapat digunakan sebagai pengurang laba kena 

pajak adalah beban bunga yang muncul akibat adanya pinjaman kepada pihak 

ketiga/ kreditur yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan. Leverage 

dalam penelitian ini diukur dengan total hutang dibagi dengan total asset. 
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 Leverage yang tinggi menunjukkan besarnya modal pinjaman yang 

digunakan untuk pembiayaan aktiva perusahaan.  Semakin tinggi hasil dari rasio 

ini maka cenderung semakin besar risiko keuangan bagi kreditur maupun 

pemegang saham. Leverage dikatakan menguntungkan bila perusahaan dapat 

menghasilkan laba yang melebihi biaya pembelanjaan tetapnya (bunga obligasi 

dan dividen saham preferen yang konstan).  Dengan demikian perusahaan yang 

memiliki hutang tinggi akan memilih penerapan akuntansi konservatif.  Semakin 

tinggi nilai dari rasio Leverage, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari 

utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya 

bunga yang timbul dari utang tersebut.  Biaya bunga yang semakin tinggi akan 

memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan.  Sesuai uraian 

tersebut, ditarik hipotesis: 

Ha1 : Leverage berpengaruh terhadap tax avoidance 

 

2.4   Return on asset 

Return on assets (ROA) merupakan salah satu pendekatan yang dapat 

mencerminkan profitabilitas suatu perusahaan.  Pendekatan ROA menunjukkan 

bahwa besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total aset 

yang dimilikinya.  ROA berguna untuk mengukur sejauh mana efektivitas 

perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimilikinya (Siahan, 

2011).  Dendawijaya (2003) menyatakan bahwa ROA menggambarkan 

kemampuan manajemen untuk memperoleh keuntungan (laba).  Semakin tinggi 

ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan 
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aktiva perusahaan.  Menurut Lestari dan Sugiharto (2007), ROA merupakan 

pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva.  Semakin 

tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas asset dalam memperoleh 

keuntungan bersih.  ROA dalam penelitian ini diukur menggunakan laba bersih 

sebelum pajak dibagi dengan total aset perusahaan.  Dasar penggunaan laba 

sebelum pajak yang digunakan untuk menghitung ROA, karena dengan 

menggunakan laba sebelum pajak dapat diketahui aktivitas operasi yang 

merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba tanpa 

terpengaruh keputusan perpajakan dan pendanaan (Darmadi, 2013).   

ROA dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba berdasarkan aset yang dimiliki.  Semakin besar ROA, maka 

semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Ketika laba yang diperoleh 

membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan 

peningkatan laba perusahaan. Sesuai uraian tersebut, ditarik hipotesis: 

Ha2 : return on asset berpengaruh terhadap tax avoidance 

 

2.5   Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan 

memperoleh dana dari pasar modal.  Perusahaan kecil umumnya kekurangan 

akses ke pasar modal yang terorganisir, baik untuk obligasi maupun saham karena 

sekuritas perusahaan kecil mungkin kurang dapat dipasarkan sehingga 

membutuhkan penentuan harga sedemikian rupa agar investor mendapatkan hasil 

yang memberikan return lebih tinggi secara signifikan.  Selain itu ukuran 
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perusahaan juga menentukan kekuatan tawar-menawar dalam kontrak keuangan.  

Perusahaan besar biasanya dapat memilih pendanaan dari berbagai bentuk hutang, 

termasuk berbagai bentuk penawaran khusus yang lebih menguntungkan 

dibandingkan yang ditawarkan perusahaan kecil.  Semakin besar jumlah uang 

yang digunakan, semakin besar kemungkinan-kemungkinan pembuatan kontrak 

yang dirancang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak sebagai ganti dari 

penggunaan kontrak standar hutang.   

Ukuran perusahaan akan mempengaruhi struktur pendanaan perusahaan.  

Hal ini menyebabkan kecenderungan perusahaan memerlukan dana yang lebih 

besar dibandingkan perusahaan yang lebih kecil.  Kebutuhan akan pendanaan 

yang lebih besar memiliki kecenderungan bahwa perusahaan menginginkan 

pertumbuhan dalam laba (Robert dan Pagalung, 2011).  Ukuran perusahaan dapat 

diukur menggunakan proksi logaritma natural total asset.  Perusahaan yang 

tergolong dalam perusahaan berskala besar akan memiliki sumber daya yang 

berlimpah yang sumber daya tersebut dapat digunakan untuk tujuan-tujuan 

tertentu. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh agent 

untuk memaksimalkan kompensasi kinerja agent, yaitu dengan cara menekan 

beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Sesuai uraian 

tersebut, ditarik hipotesis: 

Ha3 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance 

2.6 Sales Growth 

Pertumbuhan penjualan mencerminkan keberhasilan investasi periode masa lalu 

dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang. 
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(Calvin dan I made, 2015).  Pertumbuhan penjualan merupakan indikator 

permintaan dan daya saing perusahaan dalam suatu industri.  Laju pertumbuhan 

suatu perusahaan akan mempengaruhi kemampuan mempertahankan keuntungan 

dalam menandai kesempatan-kesempatan pada masa yang akan datang.  

Pertumbuhan penjualan tinggi, maka akan mencerminkan pendapatan  meningkat 

sehingga pembayaran deviden cenderung meningkat. Berkaitan dengan 

pertumbuhan penjualan, perusahaan harus mempunyai strategi yang tepat agar 

dapat memenangkan pasar dengan menarik konsumen agar selalu memilih 

produknya.  Untuk itu faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan harus benar-

benar diperhatikan.  Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut perusahaan akan 

dapat menetapkan kebijaksanaan untuk mengantisipasi kondisi tersebut sehingga 

perusahaan dapat menjual produk dalam jumlah besar dan volume penjualan akan 

meningkat pula.  Dengan meningkatnya laba perusahaan, maka keuntungan yang 

diperoleh para investor akan meningkat.  Sales growth dihitung dengan penjualan 

akhir periode dikurangi dengan penjualan awal periode dan dibagi penjualan awal 

periode. 

Pertumbuhan penjualan (sales growth) juga dapat mempengaruhi aktivitas tax 

avoidance, karena ketika sales growth meningkat maka beban pajak yang harus di 

bayar oleh perusahaan ikut meningkat. Karena hal tersebut maka perusahaan akan 

melakukan tax avoidance untuk memperkecil beban pajak yang harus dibayar. 

Ha4 : Sales Growth berpengaruh terhadap tax avoidance 
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Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel Independen: 

1.Leverage – 𝐇𝒂𝟏 

2.Return On Asset – 𝐇𝒂𝟐 
Variabel Dependen: 

Tax Avoidance 

3.Ukuran Perusahaan – 𝐇𝒂𝟑 

4.Sales Growth – 𝐇𝒂𝟒 
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